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BPKPAD Klaten Siapkan Strategi Dongkrak Realisasi PBB 2024
Halaman: 8

[image: ]
Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah-                                                                                          halaman: 1
image1.png
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT




image2.png




image3.jpeg
BPKPAD Klaten

adan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah

(BPKPAD) Klaten Klaten me-

nargetkan realisasi pajak bumi
bangunan (PBB) 2024 mencapai 80%.
Beberapa upaya akan dilakukan untuk
mewujudkannya.

Subkoordinator Pelayanan dan Pengem-
bangan BPKPAD Kabupaten Klaten, Harjanto
Heri Wibowo, di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Klaten, Kamis (18/4/2024) menyampaikan
potensi PBB di Kabupaten Klaten mencapai
Rp54 miliar dari 606.000 wajib pajak (WP).
PBB yang diperoleh dioptimalkan untuk
pemerataan pembangunan di Kabupaten

Pada dasamya manfaat atas penggunaan
PBB akan kembali kepada masyarakat
melalui realisasi program yang dijalankan
pemerintah daerah maupun pemerintah
desa. Sebesar 10% pajak akan dibagi
kepada pemerintah desa untuk membiayai
program agar hasilnya bisa dirasakan
masyarakat. Pajak juga bisa digunakan
untuk pengembangan potensi daerah.

“Pembagiannya ada indeksnya. Bagi
desa yang berkontribusi pajak [PBB]
tinggi pasti dapatnya juga lebih tinggi.
Nanti salah satunya bisa masuk dalam
pendapatan desa dan digunakan salah
satunya untuk mengembangkan desa
setempat,” kata Harjanto.

Penarikan PBB di Kabupaten Klaten

berdasar Perda No. 15/2023
tentang Pajak Daerah
dan Retribusi

Daerah. Peraturan tersebut merupakan
tindak lanjut dari UU No. 1/2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Menurut Harjanto, BPKPAD Kabupaten
Klaten menargetkan realisasi PBB 2024
mencapai 80%. Namun, ada tantangan yang
masih harus diatasi, sepertl tunggakan
PBB 2023 yang mencapai Rp12 miliar.

“Harapan kami PPB 2024 realisasinya
bisa mencapai 80% dari baku potensi
PBB Untuk. Kami harus berjuang
mengoptimalkan penagihan tunggakan.
Hampir setiap tahun ada tunggakan.
Capaian PBB kita sampai hari ini [2023]
itu masih sekitar 75%," ucap Harjanto.

Upaya lain untuk meningkatkan realisasi
dan potensi PBB adalah dari aspek nilai
jual objek pajak (NJOP). Ketika nilai NJOP
tinggi, potensi PBB juga akan semakin
tinggi. Meski begitu, BPKPAD Kabupaten
Klaten tidak mematok N.OP terlalu tinggi.

“Di Kabupaten Klaten dikenakan 0.1%
tarif pajak untuk tanah yang nilai NJOP
di bawah Rp1 miliar. Sedangkan, pajak
0.2% dikenakan untuk tanah yang nilai
NJOP di atas Rp1 miliar. Besaran 0.1%
sebenamya relatif masih moderat, tidak
terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Kami mepertimbangkan bahwa PBB
sangat sensitif,” imbuh Harjanto.

Upaya lainnya menyusur objek PBB
baru, seperti tol Jogja-Solo yang masuk
wilayah Klaten. BPKPAD Kabupaten Klaten
akan melakukan penilaian appraisal
besaran pada objek baru itu.

BPKPAD juga akan melakukan pembaruan
data untuk mempermudah penarikan
PBB. Itu lantaran masih banyak objek
PBB yang belum diketahui
 kepemilikannya.
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Tengah, Kabupaten Klaten belum lama ini.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Capai Rp54 miliar
dari 606.000 WP, y -‘:\

Realisasi Pokok
Ketetapan PBB 2024 (hingga 18 April)
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Nilal PBB: Bumi: Sawah, ladang, kebun, tanah,
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jak bumi bangunan (PPB) milik Badan Pengelolaan Keuangan
)Kabupaten Klaten terpasang di JI. Bali No.32, Pandanrejo, Klaten

Bangunan: Rumah tinggal, bangunan usaha, gedung
bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam
renang, dan jalan tol.

Manfaat PBB akan dikembalikan kepada
masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana
umum, pengembangan fasilitas umum, dan
infrastruktur daerah.

Untuk menguatkan pendapat daerah atau
pendapatan desa guna mengembangkan potensi
yang ada.

—
Sumber: BPKPAD Kabupaten Klaten.




